
! t

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR I TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD HENDRA SAPUTRA, S.T SEBAGAI
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA

PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan di Lingkungan Badan
Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Tengah, perlu mengangkat Bendahara
Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Muhammad
Hendra Saputra, S.T sebagai Bendahara Pengeluaran di
Lingkungan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 29O7);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20Ol Nomor f 35, Tambahan kmbaran
N Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah bah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang
Atas Un

omor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedpa
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusu Bagr Provinsi Papua (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan

2

Lem
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Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O
Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta
Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten
Paniai, Pemindahan lbukota Kabupaten Paniai di
Wilayah Propinsi Irian Jaya (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 76);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.Peraturan Pemerintah....... / 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O21 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahvn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah,
Nomor : 900/OOl/BPPKADlPTl2022 tanggal 15
Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Mengangkat Saudara Muhammad Hendra Saputra, S.T
sebagai Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan
Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O22.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

c. melaksanakan....... I 4
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c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang
dikelolahnya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturErn perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada PA dan l,aporan
Pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik;

S. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentual peraturan perundang-undangan;

h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

i. memeriksa kas secara periodik;

j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik
atau dokumen fisik dari bank;

k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian
belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan intemal
dan eksternal;

l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan intemal dan eksternal;

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Desember 2022

GUBERNUR PROVTNSI PAPUA TENGAH,
ttd

RIBKA HALUK

sesuai dengan nya
BIRO H M,

MENASE NI, SH, M.Si
NIP. 196 199610 l00l

an di
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l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Sdr. Muhammad Hendra Saputra, S.T.


